PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 — 432339 — 432369 — 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 876/Kep.353- Disdik/2022
TENTANG
BESARAN DAN JUMLAH PENERIMA HONORARIUM BAGI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Bagi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Dinas Pendidikan, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Besaran dan Jumlah
Penerima Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas
Pendidikan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);
. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

6. Undang ...



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan ...



12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

14.

15:

16.

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru,
Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi,
dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 910);

17. Peraturan ...



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

17.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan
Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

18.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

19.Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Bagi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Besaran dan Jumlah Penerima Honorarium Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2022.

Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU sebanyak 13.040 (tiga belas ribu empat

puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Guru sebanyak 10.558 (sepuluh ribu lima ratus lima
puluh delapan) orang;

b. Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai Tenaga
Administrasi Sekolah Pelaksana Urusan sebanyak 1.759
(seribu tujuh ratus lima puluh sembilan) orang;

c. Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai Tenaga
Administrasi Sekolah Petugas Perpustakaan sebanyak
83 (delapan puluh tiga) orang; dan

d. Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai Tenaga
Administrasi Sekolah Petugas Layanan Khusus
sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) orang.

Rincian Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali

Kota ini.

KEEMPAT ...



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dan KETIGA dihitung mulai bulan Januari sampai
dengan bulan Desember 2022, dan dibayarkan setiap bulan
dan/atau setiap triwulan dengan sistem transfer bank
kepada rekening penerima.

Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2022
Pit. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, &/

Y

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

2 00N Oy iU b Bo 9 =

Gubernur Jawa Barat;

Wakil Wali Kota Bandung;

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;

Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;

Inspektur Kota Bandung;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

10 Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR . 867/Kep.353 — Disdik/2022
TANGGAL  : 14 April 2022

BESARAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2022

A. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota
JABATAN HONORARIUM

G
i Rp2.000.000,00

TAS Pelaksana Urusan Rp2.000.000,00

Petugas Perpustakaan Rp2.000.000,00

TAS Layanan Khusus

Rp1.000.000,00

B. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat

JABATAN HONORARIUM
Guru Rp500.000,00
TAS Pelaksana Urusan Rp400.000,00
TAS Layanan Khusus Rp300.000,00

C. Pendidikan Anak Usia Dini

JABATAN HONORARIUM
Guru Rp500.000,00
TAS Pelaksana Urusan Rp200.000,00

Plt. WALI KOTA BANDUNG
TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA L% EMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat |
NIP. 19760604 200604 1 002




